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Tujuan Pengawasan Pemerintahan

DEFINISI DAN ASAS PELAYANAN PUBLIK
• Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 

dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

• Pasal 4 UU tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publi berasaskan : 
kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, 
kemudahan, dan keterjangkauan.



ASPEK PELAYANAN PUBLIK DAN PERANSERTA MASYARAKAT
• Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : pelaksanaan

pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, 
pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. 
Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus
bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan
penyelenggaraan pelayanan.

• Dalam konteks pengawasan, peranserta masyarakat pun sangat penting dilakukan. 
Hal ini karena masyarakat lah yang berada di garda depan yang langsung mengalami
pelayanan publik dalam segala bidang. Disini ORI harus mampu bekerjasama dan
mendorong peranserta masyarakat untuk bisa sinergis dalam pengawasan
pelayanan publik.



Jenis Pengawasan

RUANG LINGKUP UU PELAYANAN PUBLIK
• Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan

jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata.

• Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.



USULAN DRAFT RUU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK:

Total usulan ORI ada 22 Pasal, 22 Ayat, dimana yang sebagian isi pasal dan ayatnya
tetap pada versi lama.

RUU Pelayanan Publik ini merupakan inisiatif DPD RI
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